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WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 77 TAHUN 2020

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal
186 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka
kebijakan  akuntansi Pemerintah  Kota  Blitar
sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor
18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kota Blitar sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 74
Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan
Walikota Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kota Blitar perlu dicabut karena
sudah tidak sesuai dengan dinamika perubahan
sekaligus perlu untuk membentuk peraturan pengganti’
sesuai Peraturan Perundang-undangan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk
Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kota Blitar

Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
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Hoorw 13 Tahmea 1994 renoang Pengebatan Uaedatge-
Lodamg Moreet 16 dan Moveer 157 Taban 1950 [Repubblk
Indoneswin Dohuly:  tencemg Pembentolan MDaemahe
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Tndrmesia Tatun 1251 Mrmaor 40, Tambalian lambsgpn
Lepguru Republik Indomesia Momar 3517;
Ldene-lUndan: Moo 23 Tabuo 1999 wemmang
Penyelengzars Megpra Fang Beraih dan Boboa Konupa,
FEnluai dan Neprntiome (Lembraran Megame  Repsihliks
Wwicloceesa Talidn 1504 SNoopws: 75, Tamlalian Lemlvimano
Mrgara Repsiblile Indonceia Momor B8]
Undung-Undyng  bemoor 17 Tohun 2005 tentang
Reumenaen bomars {Lembaren Meapra FepubUb oo e
Talnin 200k} Wemor 47, Tambsbpan lembaran Nopag,
Fepublik [ndunesia Numwer 4286):

Undang-Undacy MNowwer 10 Taiuun 2004 Lealaouw
Perbendnhamenn Megnra [leamharan Wegars Remgblile
Iedsaresia Tabivo 2404 Noosr 5, Tamluwhoan Lemlsnin
Negara Remubhk Indeneasip, Notnor 33209
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Poowrlbksaan Peogelslaan dan  Tunpguopjawab
Henanean Megara [lemharan Negaea Hepaindlk indenesla
Tahun 2004 Mhmoar £6. Tombahnn Lemhbnman Terzam
Ropubhk Indanrala Menne 44087,

Lodang-Undnng WNomer 12 Terhum 2011 tentang
FeobwenlakaAnn Falallus FPerutubang-usklaogan
srmbrran Nesmra Repobhl indosesie ‘labun 2011
Nowowe B2, Twnlwhbon [emburan Negnma  Trepuhlile

Indoucaia Mooy LEd4]  achagaimasa  lelal cdiobab
derepn U'ocdang-TUndnng Femor 15 Tebian 20170 2ntang
Permbalian Alas Undamye-adang Noioor 12 Tahun 2011
tentang Fembenoakan Poeataran Peoisdano-Lidangson
|Lemibaatan  Megurs Eepubdike fndomesing Tahum 2mit
Panrnor 183, Tamlabhsnd Leabbkarsn Mepars Eepablik

Tdnnesia Nomor &3E0H|;
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[Mmdrng-Undang Temnr 20 Fenhun I014  temtang
Frmerinuiban  Casrabh (bembraran Megara  Erpubldik
lodeatezta Tolen 2014 Nomer 244, Tambaban
Lemiaran Nesmrp Pepuhlie Mmdonesip Fomase 5587,
sehrgnimann  telah divteh heberama Tahl, remlchir
dengan Undang - Urklanig Hoaew 9 Tabioa 2015 enlang
Perualxabien Ecdua atea Undanp - Uodade Noewor 23
Tahun 2001k tentang Pemermraban Teerah |leambsaran
Gepra  Fepublbbk [odenesia Tahoon 2005 Huoowsr 53
‘Tambahan Lemiaran Negara Repobbhl ndonces dobwr
ahRvTaL

Urniaug - undkiug Hosoor S0 Tahun 2014 temtang
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Ferarwran Pemecintgh Fomior 92 Tahun 1983 tentang
Peruhrhnn Oatos Wilnymh Entamndya Deecah Tmglont T
Blltay dlembarety BNeoeld Eepublk Wbdooesis Takod
1552 Nomor 75, Tembrban lamhamn Megama Repuhhk
Indvmiemsin Moo 32332

Feratiran Fomcriintah Namwor 1068 Tahoy ZUHE oo
Tatan  rera PetAngmingeaaban Kepobta Thwemhb
|[Leoibaren Hepars  Repubbk LodooessTalony 20
Mo Q0, Tambahnen Lombaran Kegare Repubilk
Cevelersiezin. Moo 40237 8

Perarursn Pemerbntal Mooy 22 Tahan 2003 teatena
Pengelofran Kranganm Bedrn Laranmm Umum
(Lembaran Megaaa Repubbl Wdedzis Claluan 24
Ffeopor 43, Tambabgn [emberan Negrm Repohililc
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25 Tahum 2605 temtany Penpeicdban eusanpgan Bsdan
Levalan Umum (Lembaran Meaars Repiblil ndomesia
Tahun 20113 Heomar 171, Tambahaa Lembaran Negnra
Eepabbk mducesiz Nomss 5340 ;
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015
tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana
Bergulir Pada Pemerintah Daerah;
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29.

30.

31.

32.
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34.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2017
tentang Penyediaan, Pencairan, Dan
Pertanggungjawaban I[uran Jaminan Kecelakaan Kerja
dan Jaminan Kematian Yang Berasal Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun
2016 Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 2);



35. Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar (Berita
Daerah Kota Blitar Tahun 2014 Nomor 18) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Blitar
Nomor 18 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar
Tahun 2019 Nomor 74)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

PEMERINTAH KOTA BLITAR

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

{8

S O

Daerah adalah Kota Blitar

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar

Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah/ OPD atau Satuan
Kerja Perangkat Daerah/ SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah
dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip dasar, konvensi, aturan, dan
praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman

dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah
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(2)

BAB II
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 2

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri dari :

a.

a0 o
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S.

Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan;

Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
Kebijakan Akuntansi Belanja;

Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;

Kebijakan Akuntansi Pendapatan- LO (Laporan Operasional);
Kebijakan Akuntansi Beban;

Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas;

Kebijakan Akuntansi Piutang;

Kebijakan Akuntansi Persediaan;

Kebijakan Akuntansi Investasi;

Kebijakan Akuntansi Aset Tetap;

Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud;

Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya;

Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan;

Kebijakan Akuntansi Kewajiban;

Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan
Usaha Daerah;dan

Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran PeraturanWalikota ini

Pasal 3

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal
2, berlaku mulai tanggal 1 Januari 2021



BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota
Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota
Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota
Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 7 Desember 2020
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Di undangkan di Blitar
Pada Tanggal 7 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.
Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 77

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

O

AHMAD TOBRONI, S.H
Pembina Tk I
NIP. 19670909199803 1 008




LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 77 TAHUN 2020

TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KOTA BLITAR

KERANGKA KONSEPTUAL KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH

PENDAHULUAN

TUJUAN

dis

Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengacu
pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan untuk
merumuskan Kkonsep yang mendasari penyusunan dan penyajian
laporan keuangan pemerintah daerah. Kerangka konseptual mengakui
adanya kendala dalam pelaporan keuangan. Tujuan kerangka
konseptual kebijakan akuntansi ini adalah sebagai acuan bagi:
a. Penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah
akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
b. Auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan
keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan
c. Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang
disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan
kebijakan akuntansi.
Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat
masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam Kebijakan Akuntansi.
Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih
berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam
penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan
penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum
dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan
terhadap anggaran dan antar periode.
Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan
kebijakan akuntansi, maka ketentuan kebijakan akuntansi diunggulkan
relatif terhadap kerangka konseptual ini. Dalam Jjangka panjang, konflik
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atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran
anggaran secara mendasar.

49, Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang
ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya
berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang
bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran
berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang
menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa
tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa,
terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang
signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut
secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran
tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa
luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu,
entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna
membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang
seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau
anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

50. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena
peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud
menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai
aset/kewajiban entitas.

51. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:

a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;

b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;

c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau
posisi aset/kewajiban.

52. Hakikat jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar
biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.
WALIKOTA BLITAR
ttd.
Salinan sesuai dengan aslinya SANTOSO

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

AHMAD TOBRONI, S.H
Pembina Tingkat |
NIP. 19670909 199803 1 008




